TRIBUN PONTIANAK

ASN Dilarang Bawa Uang

Tunai Saat Perjalanan Dinas
B Cegah Kebocoran Anggaran

JAKARTA, TRIBUN - Wakil
Menteri Dalam Negeri (Wa-
mendagri) John Wempi Weti-
po mengungkapkan, banyak
aparatur sipil negara (ASN)
pemerintahan daerah saat
melakukan perjalanan dinas
masih mengantongi uang tu-
nai. Untuk itu para ASN dila-
rang bawa uang tunai ke de-
pannya. Anjuran itu dia sam-
paikan dalam diskusi Festival
Ekonomi Keuangan Digital
Indonesia (FEKDI) yang dita-
yangkan secara virtual.

“Kalau biasa dari daerah
itu melakukan perjalanan
(dinas) itu bawa uang cash,
dikasih uang cash. Kede-
pan, bagi bapak ibu yang
ingin melakukan perjalanan
dinas, tidak akan dikasih
uang cash,” ujarnya dikutip
Rabu (13/7).

Aturan ASN dilarang bawa
uang tunai tersebut, lanjut
Wempi, untuk mencegah
kebocoran anggaran belanja

negara sekaligus mendorong
pemanfaatan digitalisasi. “Ini
upaya Kemendagri mendo-
rong bagaimana digitalisasi
ini bisa dapat dilakukan se-
hingga untuk mengurangi
kebocoran pemanfaatan ang-
garan belanja di daerah kita
masing-masing,” ucapnya.
Adapun aturan mengenai
percepatan digitalisasi terse-
but diatur melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Per-
mendagri) Nomor 56 Tahun
2021 tentang Tim Percepat-
an dan Perluasan Digitalisa-
si Daerah. Kemudian terkait
anggaran perjalanan dinas,
diatur dalam Permendagri
Nomor 79 Tahun 2022 ten-
tang Petunjuk Teknis Peng-
gunaan Kartu Kredit Peme-
rintah dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Meski pemda didorong
menggunakan uang elektro-
nik, namun masih ada ken-

dala. Wempi mengungkap-
kan, jaringan komunikasi
menjadi hambatan masih
sulitnya diterapkan peman-
faatan digitalisasi. Terutama
di kawasan daerah terlu-
ar, tertinggal, dan terdepan
(3T). Dalam kesempatan
FEKDI tersebut, Wempi me-
minta kepada Menteri Ko-
munikasi dan Informatika
(Menkominfo) Jhonny G.
Plate untuk membenahi ma-
salah jaringan.

“Beberapa waktu lalu, saya
sempat bertemu dengan Di-
rut Bakti Kominfo, berhu-
bung di sini ada Pak Men-
kominfo, mohon dukungan
di daerah-daerah terluar se-
hingga konsep digitalisasi ini
bisa dapat berjalan dengan
baik. Karena banyak keluhan
kita dapatkan bahwa banyak
jaringan sudah terpasang
tetapi ternyata sinyalnya ku-
rang kuat,” ucapnya. (Kom-
pas.com)
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